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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa dalam meningkatkan pencapaian Kkinerja,
efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan, perlu melimpahkan sebagian
urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber
daya mineral melalui kegiatan dekonsentrasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan
ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral tentang Pelimpahan Sebagian Urusan
Pemerintahan Di Bidang Energi dan Sumber Daya
Mineral Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah
Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi
Tahun Anggaran 2012;
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Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4959);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintanh Nomor 38 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);

Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011
tanggal 18 Oktober 2011;

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tanggal
29 November 2011 tentang Rincian Anggaran
Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2012;

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 019 Tahun 2007 tanggal 24 Oktober
2007 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/
2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/
2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pedoman
Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas
Pembantuan;

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 552);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN DI BIDANG ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL
PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN
DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2012.
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada
gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal
di wilayah tertentu.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut
SKPD provinsi, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah
provinsi yang bertanggung jawab  terhadap pelaksanaan
dekonsentrasi/tugas pemerintahan di bidang energi dan sumber daya
mineral di daerah Provinsi.

Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh gubernur
sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak
termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di
daerah.

Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disebut RKP, adalah
dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut
Renja-KL, adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk
periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya
disebut RKA-KL, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran
yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian/lembaga yang
merupakan penjabaran dari RKP dan Rencana Strategis
kementerian/lembaga yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun
anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut
APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang
disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin
untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
Presiden  Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD,
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Kementerian adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang energi dan sumber daya mineral.

Gubernur adalah gubernur selaku wakil Pemerintah di Daerah.

Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang tugas dan
tanggung jawabnya di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Sekretariat Jenderal adalah Sekretariat Jenderal Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral.

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar pelimpahan
sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur sebagai wakil
Pemerintah di daerah untuk melaksanakan program/kegiatan
Kementerian.

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan arah kebijakan
kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dalam melaksanakan dan
mengkoordinasikan penyelenggaraan dekonsentrasi di daerah.

BAB IlI
LINGKUP URUSAN YANG DILIMPAHKAN
Pasal 3

Pemerintah melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang
energi dan sumber daya mineral yang menjadi urusan kewenangan
Menteri kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah.

Sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya
mineral yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah
merupakan program/kegiatan bersifat non fisik.

Sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya
mineral yang dilimpahkan kepada gubernur sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral dan Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan
dan Kerjasama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagai
berikut:

a. Pembinaan pengusahaan mineral dan batubara yang
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